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BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR    85    TAHUN 2009
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN 
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 
BUPATI BANTUL,

	Menimbang  : 
	a. 
	bahwa sesuai Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi Bupati/Walikota, sekali dalam 1 (satu) tahun; 



	
	b.
	bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a perlu dibentuk tim penyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Bantul;



	
	c.  
	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a  dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul; 



	Mengingat   : 
	1. 
	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;



	
	2.
	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;



	
	3.
	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;



	
	4. 
	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15; 



	
	5.
	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;


	
	6.
	Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;


	
	7.
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;


	
	8.
	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul;


	
	9.
	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dan Sekretariat DPRD Kasbupaten Bantul;



	
	10.
	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009;


	
	11.
	Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2008  tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009;



	
	12.
	Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009;




MEMUTUSKAN :
	Menetapkan
	:
	

	KESATU
	:
	Membentuk Tim  Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini. 



	KEDUA
	:
	Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
a. mengumpulkan dan mengelola bahan/data serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2008;
b. menyusun naskah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2008;dan

c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bantul.


	KETIGA
	:
	Dalam melaksanakan tugasnya tim bertanggungjawab kepada Bupati Bantul.


	KEEMPAT
	
	Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009.


	KELIMA
	:
	Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2009.


Ditetapkan di Bantul 

pada tanggal 
BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI 

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada YTh. : 

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul

5. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;

6. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul;

7. Yang bersangkutan.
Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya. 
LAMPIRAN 
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR     85     TAHUN 2009
TANGGAL 31 Maret 2009
SUSUNAN DAN PERSONALIA

	NO.
	JABATAN DALAM TIM
	JABATAN DALAM DINAS
	NAMA

	1
	2
	3
	4

	1.
	Pembina

	Bupati Bantul
	

	2.
	Pengarah
	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul

	

	3.
	Ketua
	Asisten Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul

	

	
	Wakil Ketua I
	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul

	

	
	Wakil Ketua II
	Asisten Administrasi Umum Setda. Kabupaten Bantul


	

	4.
	Sekretaris I
	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul

	

	
	Sekretaris II
	Ka.Sub.Bag Pengembangan Otonomi Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul


	

	5.
	Anggota
	1. Ka.Sub.Bid Statistik, Dokumentasi dan Pelaporan pada Bappeda Kabupaten Bantul
	

	
	
	2. Ka.Sub.Bag Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul
	

	
	
	3. Unsur Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul
	Harmanto

	
	
	4. Unsur Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bantul
	Subiyanto

	
	
	5. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul
	Emmy Nikmawati

	
	
	6. Unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul
	Irna Hermawati

	
	
	7. Unsur Kantor Perpustakaan Umum Kabupaten Bantul
	Didik Anisuswardiyanta

	
	
	8. Unsur Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul
	Suyadi

	
	
	9. Unsur Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
	Harmidarto

	
	
	10. Unsur Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul
	Kayatno

	
	
	11. Unsur Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul
	Slamet Raharjo, SST

	
	
	12. Unsur Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul
	Maryadi


	1
	2
	3
	4

	
	
	13. Unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul
	Dionysius Wira K, SE

	
	
	14. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
	Heru Purwanto, S.Far

	
	
	15. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul
	Dra. Ninik Widaryanti

	
	
	16. Unsur Dinas Perijinan Kabupaten Bantul
	Aris Pramana, SIP

	
	
	17. Unsur Dinas Sosial Kabupaten Bantul
	Iriyanta

	
	
	18. Unsur Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul
	Daeng Daeda

	
	
	19. Unsur Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
	Totok S

	
	
	20. Unsur Badan Kepegawaian Daerah Kabupatebn Bantul
	Sumarja, SE

	
	
	21. Unsur Kantor Arsip Kabupaten Bantul
	Agnes Maria Sri Rejeki, SH

	
	
	22. Unsur Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bantul
	Jumari

	
	
	23. Unsur Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bantul
	Anik Irawati

	
	
	24. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul
	Sri Suprihatini, SH

	
	
	25. Unsur Kantor Pengolahan Data Telematika Kabupaten Bantul
	Muji Rahayu, SH

	
	
	26. Unsur Kantor Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul
	Dahroni

	
	
	27. Unsur Inspektorat Kabupaten Bantul
	Kusmardiono, S.Sos

	
	
	28. Unsur Bagian Hubungan Masyarakat Setda. Kabupaten Bantul
	Dra. Khusnaini ‘Arifiah, MSi

	
	
	29. Unsur Bagian Umum Setda. Kabupaten Bantul
	Sarjono, SIP

	
	
	30. Unsur Bagian Pemerintahan Desa Setda. Kabupaten Bantul
	Nanik Sri Suryantari

	
	
	31. Unsur Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul
	Rumiyati, SH. M.Hum

	
	
	32. Unsur Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul
	Agus Sutomo, SH

	
	
	33. Unsur Bagian Kerjasama dan Pengembangan Potensi Daerah Setda. Kabupaten Bantul
	Wajiyo

	
	
	34. Unsur Bagian Administrasi Pembagunan Setda. Kabupaten Bantul
	Novi Astuti, ST


BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI 

